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	Pemerintahan bersih dan bebas KKN
	1. BPK telah memberikan opini WTP pada laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2012,2013 dan 2014;
2. Penunjukan dan tugas fungsi Pengelola Keuangan ditetapkan keputusan Bupati sesuai dengan prinsip pemisahan fungsi.
3. Inspektorat telah melaksanakan Quality Assurance.
4. Dalam rangka transparansi penyelenggaraan negara, seluruh pejabat yang diwajibkan untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, sudah menyerahkan laporan dimaksud kepada KPK;
5. Pemerintah Kabupaten Kudus telah menetapkan PPID dan  sudah membuka akses informasi secara transparan, terbuka dan luas kepada masyarakat melalui situs www.kuduskab.go.id yang dapat dikses setiap saat.

6. Sebagian SKPD telah melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat.
7. Pemerintah Kabupaten Kudus mulai menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di beberapa SKPD

8. Pemerintah Kabupaten Kudus telah membentuk LPSE dan Unit Layanan Pengadaan (ULP)
9. Pemerintah Kabupaten Kudus telah memulai kegiatan PMPRB.
	1. Pola pikir dan pemahaman pegawai tentang paradigma baru yang harus dilaksanakan pegawai dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
2. Kurangnya keteladanan dari pejabat dalam melaksanakan tugas tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
3. Masih rendahnya kesejahteraan pegawai yang memotivasi untuk melaksanakan pelayanan dan untuk menghindari praktik KKN

	1. Integritas dan profesionalisme pegawai negeri.
2. Terwujudnya peningkatan integritas pegawai melalui perekrutan CPNS, pola karier Pegawai, Keteladanan Pimpinan, dan penetapan standar kompetensi jabatan.

3. Penguatan fungsi consulting dan katalisator pembangunan bagi APIP.

4. Penguatan peran serta masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.
5. Peningkatan kesejahteraan pegawai sebagai bagian dari upaya mengurangi atau menghilangkan tindakan tindakan yang terkait KKN


	Kualitas Pelayanan Publik
	1. Semua SKPD/Unit Pelayanan sudah melaksanakan IKM

2. Pemerintah Kabupaten Kudus telah menyusun Pedoman Penyusunan SP dan SOP.
3. Cakupan dan efektifitas layanan jaminan kesehatan sudah memadai.
4. Pemerintah Kabupaten Kudus mendapatkan prestasi di bidang pelayanan publik.
5. Pemerintah Kabupaten telah memberikan reward kepada Unit Pelayanan bagi Unit Pelayanan yang berhasil memperoleh IKM terbaik.

6. Pemerintah Kabupaten Kudus telah membentuk Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
7. Beberapa SKPD telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001-2008. 

8. Pemberian pendidikan wajib belajar 12 tahun pada penduduk Kudus 
	1. Masih kurangnya kualitas pelayanan

2. Hasil evaluasi IKM belum seluruhnya ditindaklanjuti.
3. Belum semua SKPD memiliki SP, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan maklumat pelayanan sebagai pedoman pelaksanaan kerja.
4. Belum semua target penerapan SPM ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang profil dan target capaiannya.
5. Belum semua dilaksanakan evaluasi terhadap SP dan SOP pada SKPD.

6. Belum semua Unit Pelayanan publik bersertifikat ISO 9001-2008.
7. Belum semua SKPD menyusun e-government
8. Belum adanya strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi.
9. Kelembagaan unit pelayanan sudah dalam bentuk Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terpadu tetapi jenis pelayanan perizinan yang ditangani baru 9 jenis perizinan.
	1. Peningkatan fasilitas umum dan social yang memadai terutama di daerah perdesaan

2. Terwujudnya pelayanan prima yang cepat, tepat, mudah dan murah, didukung teknologi dan informasi yang modern.
3. Terwujudnya kelembagaan yang mendukung pelayanan prima.
4. Munculnya inovasi perbaikan pelayanan kepada masyarakat.
5. Memberikan perhatian kepada pengguna layanan berkebutuhan khusus
6. Penegakan reward dan punishment secara tegas untuk mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan.


	Kapasitas dan akuntabilitas kinerja
	1. Dalam kaitan dengan penerapan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pemerintah Kabupaten Kudus memperoleh nilai kategori CC;

2. Pemerintah Kabupaten Kudus telah melaksanakan evaluasi LAKIP.
3. Dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM Pemkab Kudus telah menyelenggarakan diklat teknis dan fungsional.
4. Penerapan teknologi informasi di Kabupaten Kudus sudah dimulai dengan pengembangan 

e-government
	1. Masih rendahnya sistem manajemen kinerja, yang mencakup kinerja individu pegawai, kinerja unit kerja, dan kinerja organisasi.
2. Masih kurangnya kualitas penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kabupaten kudus

3. Kurang fokusnya program dan kegiatan pembangunan pada SKPD yang masih belum sepenuhnya berpedoman pada indicator kinerja utama (IKU)

4. Belum adanya penetapan mengenai standart kompetensi dan syarat jabatan bagi pejabat structural dan syarat jabatan bagi pejabat fungsional umum (JFU)


	1. Terwujudnya akuntabilitas kinerja pegawai, unit pelayanan dan Pemerintah Kabupaten Kudus.
2. Penetapan system penilaian kinerja yang adil dan betul betul mencerminkan kinerja pegawai

3. Sumber Daya Manusia yang Profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat 
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